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PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR /A4 TAHUN 2013
YENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANG AN ORANG KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Undang-Urdang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pecraturan Presiden
Nomor €9 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 6
Tahun 2004 tentang Penghapusan Percagangan (Trafiking) Perempuan dan
Anak, untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah
pemberantasan tindak oidana perdagangan orang, perlu dibentuk gugus
tugas yang beranggntakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum,
organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi
dan peneliti/akademisi;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang sF'(esejahteraan
Rakyat Ncmor 25/KEP'Menko/Kesra/IX/2009 tentang Rencana Aksi
Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan
Eksploitesi Seksual Anak (ESA) 2009-2014, sebagai aranan, pedoman dan
rujukan Gugus Tugas Kabupaten Pencegahan dan Penanganan
Perdagangan Orang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
diatas, maka periu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang Kahupaten Simalungun.

-

Mengingat . Undang-Undang Nomor 7 Drt Tanun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupatien dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,

Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

o

‘Undang-Undang Momor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 1978 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segaia Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);



4. Undang-Undany Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Repul'ik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

Undang-Undang Ncmor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388&6);

.(Ju

6. Undang-Undang Nomor 1 Takun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182
tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3941);

7. Undang-Undang Nomor Z6 Tahun 2000 tentang ®engadilan Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonzsia Tahun 2000 Nomor 208,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4279 ),

10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomcr 4301);

11.Undang-Undang Nonior 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumab Tangga (Lembarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

1z.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2304 tentang Pemen‘r%tahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah
diubah beberapa kal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentarig Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tertang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

13 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); '

14.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembarar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik 'ndonesia Nomor 4445):

15.Undang-Undang' Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perlindurngan Saksi dan
Korban (Lembnran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4835):

16.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun

2007 Ncmor 58, Tambahan cembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);



17.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indunesia Nomor 4928);

18.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, tentang Ratifikasi Protokol Palermo
tentang Pengesahar. Protoco: To Prevent, Suppress and Punsih Trafficking
in Persons, Especially women and Children, Supplementing The United
Naticns Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk
Mencegati, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama
Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa
Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Pernindang-Undangan (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

20.Peraturan Pemerintah Noimor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahar Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pelayanan Verpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana
Perdagargan Crang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20G8
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

22 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

23.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention
On The Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak Anak)(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

24 Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

25.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak:

26 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
~emberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

27.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
Balam Pembangunan Nasional,

<

28.Peraturan Daerah Sumatzra Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Pencegal.an dan Penanggulangan Bentuk-Beintuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18
seri E Nomor 12);

29.Peraturan Dzerah Sumalera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Penghapusar Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 seri E Nomor 13);

30.Peraturan Daerah Kabupateri Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Xerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun
( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D



Menetapkan

Nomor 16) Sebagaimena telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang
perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D
nomor 8);

31. Peraturan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat No.
25/KEP/MENKO,KESRA/IX/2009 tentang Rencana  Aksi  Nasional
Pemberantasan Tindak Pidena Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi
Seksual Anak;

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG GUGUS TUGAS

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Simalungun;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simalung%n;

Bupati adalah Bupati Simalungun; )

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeran Kabupaten Simalungun;

Kantor adalah Kantcr Pembeidayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Simalungun;

f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun;

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun;

h. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan

Orang Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah

lembaga koordiratif yana bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan

dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kabupaten.

®an oo

BAB il
GUGUS TUGAS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

(1)Untuk menjamin terlalissananya Rencana Aksi Kabupaten Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAP-PTPPO) tersebut, dibentuk Gugus
Tugas Kabupaten yarig berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati;



(2)Gugus lugas Kabupaten Lerkedudukan di Ibukota Kabupaten Simalungun;
(3)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan
tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
dan/atau peran dan tanggung jawab masing-masing;

b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi , pelatihan dan kerjasama, baik
kerjasama Nasiona!, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. Memartau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang
meliputi rehabilitasi, pemulangan reintegrasi sosial,

d. Memantau perkembangai pelaksanaan penegakan hukum;

€. Melaporkan dan melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan upaya
pemberantasan {indak pidana perdagangan orang kepada Bupati.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 3

Susunan keanggoaan Gugus Tugas Kabupaten Simalungun sebagaimana
dimaksud pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1)Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 terdiri dari Pembina, Pimpinan dan Anggota;

(2)Pimpinan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud%‘ayat (1) terdiri
dari Ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten, Ketua Hariari adalah
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Simalungun dan Anggota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
lintas sektor terkait.

Pasal 5

(1Anggota Guqgus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4
merupakan wakil-wakil aari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan,
organisasi profesi dan peneliti/akademisi;

(2)Anggota ‘Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Simalungun atas usul Ketua Harian;

(3)Anggote. Gugus Tugas Kaoupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijabat secara ex officio oleh pejabat strukturai atau fungsional pada
masing-masing unsur. ]

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakarn tugasnya Ketua Harian dapat merbentuk sub Gugus
Tugas Kabupaten sesuai kebutuhan;



(2)Sub Gugus Tugas sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang koordinator yany beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas
Kabupaten sesuai kebutuhan;

(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan
oleh Ketua Harian.

Bagian Ketiya
Sekretariat

Fasa! 7

(1)Untvk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Kabupaten
diperbantukan oleh unit kerja sekietariat;

(2)Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
salah satu unit kerja yang berada di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang diteiapkan oieh Kepala Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan,

(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara fungsional
bertanggung jawab kepacda Gugus Tugas Kabupaten dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Ayat(2) dan ayat (3)
bertugas memberikan dukungan teknis dan adminitrasi kepada Gugus
Tugas kabupaten.

Bab 1l
GUGUS TUGAS KECZAMATAN

Pasal €

(1)Di Kecamatan dibentuk Gugus Tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:

(2)Gugus Tugas Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat.

Pasal ©

Peingaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan dan angygaran
Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan
mengenai tugas susunan organisasi, keanggotaan dan anggaran Gugus Tugas
Kabupaten yar.g diatur dalam peraturan ini.

&



BAB IV
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasai: 10

Untuk menjamin  sinergitas dan  kesinambungan langkah-langkah
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus
Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan melakukan koordinasi dan
hubungan secara langsung dengan instansi terkait lainnya untuk menyusun
kebijakan, program, kegiatan dalem bentuk Rencana Aksi Daerah.

Pasal 11

Untuk menjamin efekiifitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan
tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas
kecamatan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
secara periodik.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 12

Koordinasi Gugus Tugas Katupaten melalui koordinasi Kabupaten, koordinasi
pleno, koordinasi sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus.

Pasal 13 $

(1)Koordinasi Kabupaten dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten yang
diikuti Gugus Tugas Kecamatan:

(2)Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

(3)Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertujuan
untuk memantau, membahas masalak dan hambatan, dan mensinergikan
pelalisanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang di Kabupaten;

(4)Dalam knordinasi Kabupaten, wakil-wakil unsur pemerintah, penegak
hukum, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, organisasi profesi,
dan peneliti/akademisi se'alu berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga
masing-masing.

Pasal 14

(1)Koordinasi pleno diikuti seluruh Gugus Tugas Kabupaten;

(2)Koordinasi Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.



Pasal 15

(1)Koordinas! suo Gugus Tugas diikuti seluruh anggcta sub Gugus Tugas pada
Gugus Tugas Kabupzten;

(2)Koordinasi sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diaksanakan secara berkala 1(satu) kali dalam 2(dua) bulan.

Pasal 16

(1)Dalam hal di»erlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang Gugus Tugas Kabupaten
dapat melaksaiiakan koordinasi khusus;

(2)Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seiuruh
anggota Gugus Tugas Kabupaten dan dapat mengikutsertakan Gugus
Tugas Kecamatan;

(3)Koordinasi khusus sebagaimzna dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara
cepat dan tepat.

Pasal 17

Hasil koordinasi Gugus Tugas Kabupaten menjadi acuan bagi pelaksanaan
Gugus Tugas Kecamatan.

Pasai 18

Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan
dilakukan secara terkoordinasi dalam suatu kesatuan kebuakavl dalam rangka
upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perddgangan orang.

Pasal 19

Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12,pasal 13, pasal
14 pasal 15, pasal 15, pasal 17, dan Pasa! 18 oleh masing-masimg anggota
Gugus Tugas Kabupaten disampaikan kepada instansi masing-masing untuk
dilaksanakzn sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 20

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Kabupaten
dilakukan secara berkaia dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi
Kabupaten, koordinasi pleno, koordinasi sub Gugus Tugas dan koordinasi
khusus serta pemantauan iangsung ke lapangan atau menggunakan sarana
komunikasi yang tersedia. -



Pasal 21

(1)Evaluasi pelaksanaan tugas ineliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan
periode dan evaluasi akhir periods;

(2)Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau
melibatkan pihak ketiga;

(3)Ketentuan rnengenal evaluasi peiaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 22

(1)Sub Guyus Tugas Kebupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Ketua Harian;

(2)Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas Kabupaten vang dimaksud pada
ayat (1) dibahas dalam «oordinasi pleno Gugus Tugas Kabupaten.

Pasal 23

Ketua Gugus Tugas Kabupater melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Bupzti dan masyarakat secara tahunan dan 5(lima) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai mekanisme herja Gugus Tugas Kabupaten yang diatur
dalam Peratiiran Bupati ini berlaku bagi Gugus Tugas Kecamatan.

BABV
ANGGARAN

Pasal 25

(1)Anggaran pelaksar-aan tugas Gugus Tugas Kabupaten dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

(2)Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kecamatan dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan.

Pasai 26

Hasil koordinasi Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan yang
pelaksanaannya menjadi tanggung jewab masing-masing instansi baik
Kabupaten maupun kecamatan, pembiayaannya dibebankan kepada anggaran
dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Gugus Tugas atau satuan tugas lain yang memiliki tugas yang sama dengan
tugas Gugus Tugas yang sudah terbentuk s<belum Peraturan Bupati ini,
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penemnatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya

pada tanggal 25 Pebruan 2013

BUPATI SIMALUNGUN
dto,

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tangga! ;& Miret 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN SIMALUNGUN

™~
\\ﬂ}m_‘\,.

———

) JOHN SABIDEN PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN SiMALUNGUN NOMOR {719 TAHUN 2013




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 14
TANGGAL 13 Maret 2013
TENTANG GUGUS TUGAS PENCECAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG KASBUPATEN SIMALUNGUN
SUSUNAN ANGGOTA
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SIMALUNGUN
KEDUDUKAN DALAM
NO. _ GUGUS TUGAS NAMA/JABATAN }
1 2 3 N
1. Pembina Bupati Simalungun ' |
2. Pembina Ketua DPRD Simalungun
3. Pembina Kapolres Simalungun
4. | Pembina Kepala Kejaksaan Simalungun Il
5. Pembina Ketua Pengadilan Negeri Simalungun ]
G. Ketua Sekretaris Caerah Kabupaten Simalungun
[ vVakil Ketua Asisten Pemerintzhan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Simalungun
8. Ketiiz Hanan Ka.Kar*or Fgmberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kabupaten Simalungun
9. Anggota Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Simalungun
10. | Anggota Kabag Hukum Sekretariat Kabupaten Simalungun
11. | Anggota Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun
12. | Anggota Kepaia Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
13. | Anggota Kepala Dinas Perdidikan Kabupaten Simalungun
14. | Anggota Kepala Dinas Teriaga Kerja Kabupaten Simalungun
| 15. | Anggota Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Simalungun
16. | Anggota Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Simalungun
17. | An Kepala Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Pemegintahan Nagori
. ggcta -
Kabupaten Simalungun
18. | Anggota Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Simalungun
19. | Anggota ggpala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
imalungun
20. | Angqgota Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Simalungun
21. | Anggota Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun ]
22. | Anggota Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun
23. | Anggota
SUB GUGUS TUGAS
BIDANG PENCEGAHAN
DAN PARTISIPASI ANAK
1. ?:\:‘/:g/glg::rgdinator Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
Kabid Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan
= gt Kab.Simalungun |
3. Anggota g?subbag Program pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten ‘
imalungun o i
4 Anggota Kepala Seks! Peningkatan Peran Perempuan pada Kantor 'J
' Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.SlmaIun%
5 An Kasubbag Program pada Dinas Kebudayaan dan Parawisata @
; agota -
Kavupaten Simalunguri
6. Anggota Kabid Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Simalungun
7. | Anggeta Kasubbag Program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan ;
' . Pemerintahan Naguri kabupaten Simalungun ‘
8. Anggota Kabid pada Dinas Pemuda & Olah Raga Kabupaten Simalungun
9. Anggota Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun
10. { Anggota Ketua TP.PKK Kabuparen Simalungun
11. | Anggota Koordinator 'WCC Sopou Damei GKPS ]
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SUB GUGUS TUGAS BIDANG
PENGEMBANGAN NORMA HUKUM,
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAM
HUKUM

"
£ N

Penanggung Jawab / Koordinator
Norma Hukum

Kepala Imigrasi Kis.|l P, Siantar

Penanggung Jawab / Koordinator

2. Nioraa Elukom Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Simalungun |
Penanggung Jawab / Koordinator . |
3. Kiorma Hoakuls Kasat Resknm Polres Simalungun
Anggota Kanit PPA Polres Simalungun
Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kantor
& Anggota Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Simalungun
sSuB GUGUS TUGAS BIDANG ‘
REHABILITASI KESEHATAN, SOSIAL, i
PEMULANCAN DAN REINTEGERASI L ‘
Penanggung Jawab / Koordinator . o :
1. Sosial, Pemulangan dan Reintegerasi Kepala Dinas Sosia! Kabupaten Simalungun
Fenanggung Jewab / Koordinator : .
2. Retmabiltiasi Kesahatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
3. Anggota g;bld Pel .Rehabilitasi pada Dinas Sosial Kabupaten
imalungun
4 Anggota K§5| Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten |
Simalungun
5 Anggota Kgsubbag Program pada Dinas Koperasi Kabupaten
Simalungun
3. | Anggota Direktur RSUD Raya
7. |'‘Anggota Koordinator WCC Sopou Damei GKPS

SuB GUGUS TUGAS BIDANC
KOORMINASI DAN KERJASAMA

Penanggung Jawab / Koordinator

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Simalungun

Kasi Peningkatan Peran Perempuan pada Kantor

Anggota Pemberdayzan Perempuan & Perlindungan, Anak Kabupaten
Simalungun
Anggota Kgsubbag Program pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Simalungun
Anggota Kgsubbag Program pada Dinas Sosial Kabupaten
Simalungun L
A Kasubdis Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan
nggota .
Kabupaten Simalungun
Anggota Kasubdis Biha Kepemudaan pada Dinas Pemuda & Olah
o B Raga Kabupaten Simalungun
__| Anggota Kanit PPA Polres Simalungin
Anggota ~ Ketua TP.PKK Kabupaten Simalungun ]
Anggota Ketua Forurn Anak Simalungun (FORASIMA)

undangkan di Pamatang Raya
ida tanggal {8 Maref 2013

& §E‘K§TARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

N S ——

JOHN SABIDEN PURBA

BUPATI SIMALUNGUN,
dto,
J.R. SARAGIH

RITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 119 TAHUN 2013

S



